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PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR &< TAHUN 2007
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

s a,

TAHUN ANGGARAN 2006
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALEMBANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan undang-Undang
Nemor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi
Undang-Undang, Walikota Palembang mengajukan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
kepada Dewan Perwakilan Rakyal Daerah (DPRD) berupa laparan
keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan
paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Palembang
Tahun Anggaran 2008.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat Il dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Rl Tahun 1958 Nemor 73, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Rl Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah dirubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1984 (Lembaran Negara Rl Tahun
1984 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 3569);
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3885) sebagaimana telah
dirubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran
Negara Rl Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Rl
Nomor 4048),

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak

Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Rl Tahun 1997 Nomor
44, Tambahan Lembaran Negara Rl Momor 3688);

. Undang-Undang MNomor 28 Tahun 19898 tentang Penyelenggaraan

Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Rl Tahun 1989 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Rl Tahun 2000 Nomor
206, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 3952);



10.

11.

12.

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Rl Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Rl Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4389),
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara R] Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 t{entang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nemer 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 teniang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara R|
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor
4548);

13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
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Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun
2000 Nomaor 208, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4027);
Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Dasrah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Rl Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Rl
Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara RI Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Rl
Nomor 4080);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Rl Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tenlang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4416) sebagaimana telah
diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
2007 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 4712);

Perafuran Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Rl Momor 4574);
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Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Rl Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4575),

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomaor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
{Lembaran Negara Rl Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4578),

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Rl Tahun 2005 Nomor 1150, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI
Tahun 2008 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nemor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintan Daerah
Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Rl Tahun 2007 Nomer 82, Tambahan Lembaran Negara Rl Noemor
4737);

. Peraturan U=aerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2005 tenfang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota
Palembang Tahun 2005 Nomor 1), sebagaimana telah diubah terakhir
kali dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomer 18 Tahun
2007 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 18);
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2006 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Koia Palembang Tahun
Anggaran 2006 (Lembaran Daersh Kota Palembang Tahun 2008
Nomor 1);

Peraturan Daearah Kota Palembang Nomor 14 Tahun 2006 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Palembang Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kota
Palembang Tahun 2008 Nomar 14);

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2007 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Palembang Tahun 2007 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG
dan

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH KOTA  PALEMBANG  TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006.



Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2006 sebagai berikut :

a. Pendapatan ..Rp. 890.088.513.638,37
b.Belanja = . Rp. B45.973.451.453,00
Surplus .-.Rp. 44.115.062.185,37

c. Pembiayaan

-Penerimaan : ..
- Pengeluaran : ...

Rp.
Rp.

80.616.248.870,11
124.731.311.055,48

Defisit 3 s (Rp. 44.115.062.185,37)
Pasal 2
(1) Selisih angparan dengan realisasi pendapatan sejumiah

(Rp.28.468.325.355,63) dengan rincian sebagai berikut :

1) Anggaran pendapatan setelah -
perubahan
2) Realisasi
Selisih kurang

Rp. 918.556.838.984,00
Rp. 880.088.513.838,37
(Rp. 28.468.325.355,63)

(2) Selisih  anggaran  dengan  realisasi  belanja  sejumlah
(Rp.130.192.360.269,00) dengan rincian sebagai berikut :
1) Anggaran belanja setelah
perubahan Rp. 976.165.811.722,00
2) Realisasi Rop. 845.973.451.453.00
Selisih kurang (Rp. 130.192.360.269,00)

(3) Selisih anggaran dengan realisasi  sumlus  sejumlah
(Rp. 101.724.034.913,37) dengan rincian sebagai berikut :

1) Anggaran Pendapatan setelah

perubahan : (Rp. 57.608.972.728,00)
2) Realisasi : Rp. 44.115.082.185.37
Selisih lebih . (Rp. 101.724.034.813,37)

(4) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah

(Rp. 101.724.034.913,37) dengan rincian sebagai berikut :

a. Penenmaan :

1) Anggaran setelah perubahan

Rp. 6345897272811

2) Realisasi Rp. 80.6516.248.870,11
Selisih kurang (Rp. 17.157.276.142,00)
b. Pengeluaran :
1) Anggaran setelah perubahan : Rp.  5.850.000.000,00
2) Realisasi : Rp. 124.731.311.055.37
Selisih lebih Rp. 11B.881.311.055,37



Pasal 3

(1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuangan pada
tanggal 31 Desember 2006 yang dituangkan dalam Neraca Daerah
sebagai berikut :

a. Jumlah Aktiva : Rp. 2.728.935.392.135,57
b. Jumlah Utang : Rp. 105.809.169,625,30
c. Jumlah Ekuitas Dana ! Rp. 2.837.126.222.510,27

(2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Saldo Kas Daerah
pada tanggal 31 Desember 2006 yang dituangkan dalam Laporan
Aliran Kas sejumlah Rp. 80.129.567.818,83 dengan rincian sebagai

berikut
a. Saldo Kas 1 Januari 2006 : Rp. 47.948.105.414,11
b. Jumiah penerimaan kas : Ro. 970.600.085.399.37 +
Jumlah Kas Rp.1.018.548.190.813,48
¢. Jumiah pengeluaran kas : Rp. 938.418.622.994 65 -
d. Saldo Kas 31 Desember 2008 : Rp.  80.129.567.818.63
Pasal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dasrah dijelaskan lebih
lanjut sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini,

yaitu :

a. Lampiran | : Laporan Perhilungan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2006.

b.Lampiranll : Nota Perhitungan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2006.

c. Lampiran . : Laporan Aliran Kas ( Audited ).

d. Lampiran IV : Neraca ( Audited).

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai beriaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal |2, Noptmber 2007

LIKOTA PALEMBANG,

Ciundangkan di Paimmbang
pads targnal [J—-“. 1007
SEHFETANIS DAERAH

=L SALEMBANG . H. EDDY SANTANA PUTRA

Ora, H. Marwan Hasmen, b i
LENBARAH DAERAH KOTA PALEMSAN ™
TARUL :uo] M 3. 22



